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BUPATI TUBAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

AWKASI SEMENTARA BAGIAN DESA DARI HASIL 
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Mengingat 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dan ketentuan 

Pasal 5 Peraturan Bupati Tuban Nomor 04 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari 

Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

maka perlu mengatur pengalokasian bagian Desa dari 

hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya 

berjalan lancar dan tertib maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Alokasi Sementara Bagian 

Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Menetapkan 
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8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 

2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11); 

13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Hasil 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E 

Nomor 1); 

14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI SEMENTARA 

BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Toban. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. 

3. Bupati adalah Bupati Tuban. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tuban. 

5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi kemakmuran rakyat. 

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan 

dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

8. Alokasi Sementara Bagian Desa dari hasil Penerimaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Alokasi 

Sementara Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa. 

BAB II 

ALOKASI SEMENTARA BAGIAN DESA DARI HASIL 

PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Alokasi Sementara 

Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
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Pasal 3 

Ketentuan Alokasi Sementara Bagi.an Desa dari hasil penerimaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tetapkan sebesar 

Rp.35.933.851.957,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga 

puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan 

ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah sebesar Rp.32.250.660.000,00 (tiga puluh dua 

miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu 

rupiah); dan 

b. Retribusi Daerah sebesar Rp.3.683.191.958,00 

(tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus 

sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan 

rupiah). 

Pasal 4 

Perhitungan Alokasi Sementara Bagian masing-masing Desa 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tuban. 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 14 Janua.ri 2020 

BUPAT UBAN, 



Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 14 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

A 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI .. B NOMOR .. 1 


